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Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 01, Telp.lFax. : 0746 21067 - 21876, Bangko - Jambi 37314

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
39691:

Alamat : Jalan Jenderal Sudinnan No.Ol,Telp/Fa'l:: 0746 21067-21876 8angko..Jambi37314

BUPATI MERANGIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 96 ayat (4) dan
Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali tcrakhir dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 11 Tahun 2019
ten tang Perubahan kcdua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Merangin ten tang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten da!am lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tam bah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Mengingat

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANADESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN

RETRlBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

BUPATI MERANGIN
PROVlNSIJAMBI

PERATURANBUPATI MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2024

.-
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(L mbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P m rintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa
k Ii t rakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tcntang Cipta Kerja Cipta Kerja;

5. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 ten tang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
P raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang
Perubahan Kcdua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara Tahun 2024
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 152);

10. Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
t ntang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan KepaJa Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 ten tang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DE A DAN DANA BAGI HA IL PAJAK DAN
RETRIBUSIDAERAH ETIAPDE ATAHUNANGGARAN2024.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

14. P raturan Ment ri Desa, Pcmbangunan D erah Tertinggal
dan Tran mi ra i Nomor !3 Tahun 2023 t ntang Pctunjuk
p rt sional atas Fokus Pcngguriaan Dana Desa Tahun 2024

(8 rita N < r< R publik Indon sia Tahun 2023 Nomor 963);
15. P raturan M nt ri I uangan Nomor 145 Tahun 2023 lentang

P .ng lolaan ana D sa (Bcrita N gara R publik Indonesia
Tahun 2023 N m r 1 51);

1 . Pcratu ran M nl ri K uangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pen aloka ian ana Dcsa ScLiap De a, Pcn aluran dan
Pen ana Desa Tahun An aran 2024 (Berita Negara
R publik Indon sir Tahun 2023 omor 1052);

17. Pcraturan Dacrah Kabupat n Mcrangin omor 10
Tahun 2016 t ntang P mbcntukan dan Susunan Perangkat
Dr rah (L mbaran Dacrah Kabupatcn Mcrangin Tahun 2016
Nornor 10);

18. r turan Dacrah Kabupat n Mcrangin Nomor 3 Tahun 2023
t nt ng Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lernbaran Dacrah Kabupaten Mcrangin
Tahun 2022 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Scbagian Kcwenangan Bupati Kepada Carnat
Dalarn Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor
29 Tahun 2012 tcntang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Carnat Dalarn Kabupaten Merangin (Berita
Dacrah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017
Nomor 50);

21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 ten tang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kcwcnangan Lokal Berskala Desa di Kabupatcn Merangin
(Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);

22. Pcraturan Bupati Mcrangin Nomor 7 Tahun 2019 ten tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin
(Bcrita Daerah Kabupatcn M rangin Tahun 2019 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset D sa (Berita Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2019 Nomor 92);

24. Peraturan Bupati M rangin Nomor 33 Tahun 2023 ten tang
Pcnjabaran Anggaran P ndap tan dan Bclanja Dacrah
I abupaten M rangin Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten
Mcrangin Tahun 2023 Nomor 33);

M n tapkan
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2. Pem rint h Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
scbagai un ur pcny Icnggaraan Pcmcrinlah Dacrah.

3. Pcmcrintahan Daerah adalah Pcrncrintah Daerah dan Dewan
Perw akilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerinlahan menu rut asas olonomi tugas pcmbantuan
dengan prisip otonomi seluas-Iuasnya dalarn sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Mcrangin.
5. Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah yang

elanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengclola
I euangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adaIah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Dcsa Kabupaten Merangin.

7. Inspektorat Kabupaten Mcrangin yang seianjutnya disebut
Inspektorat adaIah Perangkat Daerah yang merupakan unsur
pengawas penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memiliki
fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya.

8. Carnat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
yang daIam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelirnpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Kecarnatan adaIah wilayah kerja Carnat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

10. KepaIa Desa adaIah pejabat Pemerintah Desa yang
rnernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
rnelaksanakan tugas dan Pernerintah dan Pemerintah
Daerah.

11. Desa adalah Desa daIarn Kabupaten Merangin rnerupakan
kesatuan masyarakat hukurn yang merniliki batas wilayah
yang berwcnang untuk mengatur dan rnengurus urusan
pernerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Zatau
hak tradisionaI yang diakui dan dihormati daIarn sistern
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pernerintahan desa.

13. Pernerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
Perncrintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn
sis tern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adaIah Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
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15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kcbijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung
tugas KepaJa Desa daJam peJaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalarn bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

16. Rcncana Pcmbangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen
perencanaan desa untuk pcriode 6 (enam) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDcsa, adalah penjabaran dari Rencana Pcmbangunan
Jangka Menengah Dcsa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
AP8Dcsa, adalah rencana keuangan tahunan Pcmerintahan
Desa.

19. Kcuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang mcliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
8elanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan 8elanja
Daerah Kabupaten.

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten
Merangin dalam Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah
Kabupaten Merangin setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat DBH Pajak dan Retribusi Daerah
adalah bagian dan hasil pajak dan retribusi daerah yang
dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling
sedikit 10% (scpuluh persen) dari rcalisasi penerimaan hasil
pajak dan retribusi daerah kabupaten.

24. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah
daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan
pembangunan di KabupatenjKota khususnya
desajkelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan
antar desajkelurahan dan wilayah serta penguatan
kelembagaan desa.

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
yang selanjutnya disingkat PKPKDadalah Kepala Desa yang
karena jabatannya rnempunyai kewenangan
mcnyelenggarakan keseluruhan pcngelolaan keuangan Desa.

26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKDadalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk mclaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUDadalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditcntukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan rnernbayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
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Pasal3
Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan
penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan
dengan lanear, tertib dan akuntabel serta sejalan dengan amanah
peraturan perundang-undangan.

28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adaJah
r kcning tcmpat mcnyimpan uang Pcmcrintahan Desa yang
m nampung seluruh penerirnaan Desa dan digunakan untuk
mcmbayar luruh p ng luaran Desa pada Bank yang
dit tapkan.

29. Penerimaan 0 sa adalah Uang yang berasaJ dan seluruh
pcndapatan dcsa yang masuk kc APBDcsa melalui rckcning
kas desa.

30. P ngcluaran Desa adalah Uang yang dikcluarkan dari
APBDesam lalui rekening kas desa.

31. urplu Anggaran Dcsa adalah selisih 1cbih an tara
pcndapatan dcsa dcngan bclanja dcsa.

32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang an tara
pendapatan dcsa dcngan belanja desa.

33. isa Lebih P rhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah sclisih lebih rcalisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

34. Musyawarah Desa atau yang disebut dcngan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

35. Badan Usaha MiLikDesa, yang selanjutnya disebut dengan
BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki olch Desa melalui
penyertaan sceara langsung yang berasal dan kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

36. Badan Pcnyelenggara Jaminan Sosial yang sclanjutnya
disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara
yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk memenuhi
hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan
menyelenggarakan program jaminan yang bertujunan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

37. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang sclanjutnya
disingkat Guru PAMI,adalah petugas pengajar yang ditunjuk
melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk melakukan
proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib
dan Isya di Desa.

38. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang
mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
pcrmasalahan kchidupan yang berkaitan dengan adat
istiadat dan hukum adat Desa.

Pasal2
Maksud dari Pcraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan
pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan
Retribusi Daerah, serta kcpada pcmerintah Desa dalam
penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
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Pasal 7
(1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf a, dihitung bcrdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak
dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2024 minimal dikali 69% (enam puluh sembilan
pcrsen) dibagi rata ke setiap desa.

(2) a. Alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks
kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

BAB III
ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan Rincian

Pasal6
Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

(1) Jumlah Desa di Kabupaten Merangin berjumlah 205 (dua
ratus lima) desa berdasarkan Kcputusan Mcntcri Dalam Negeri
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan Pulau.

(2) Pagu ADD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp 79.506.673.800,- (tujuh puluh sembilan rnilyar lima ratus
enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
rupiah).

(3) Pagu DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah
Rp 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh
delapan juta rupiah).

(4) Pagu DBH Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah
Rp 595.948.550,-(lima ratus sembilan puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima
puluh rupiah).

BAB II
JUMLAH DESA DAN BESARAN PAGU TAHUNANGGARAN 2024

Pasal 5

Pasal4
Ruang lingkup pengaturan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi
Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pcngalokasian dan pcnyaluran ADD dan DBH Pajak dan

R tribusi Daerah ke setiap Desa dalam kabupaten;
b. pcnggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

etiap Desa;
c. pelaporan,pembinaan dan pcngawasan ADD dan DBH Pajak

dan Retribusi Daerah; dan
d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan

pcnyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
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Pasa19
(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dilaksanakan setiap bulann as besar 1/12 paling lambat
tanggal 15 setiap bulann a.

(2) Penyaluran DBH P jak dan R tribusi disalurkan per Triwulan
paling cepat pada minggu pcrtama April.

(3) Khusus pen aluran afirmasi disalurkan scbcsar 100% paling
cepat pada minggu p rtama Maret.

Bagian I etiga
Per aratan P nyaluran

Pasal 10
Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a,
dilaksanakan setelah Pcraturan Desa mengenai APBDesa
dievaluasi oleh Carnat dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

Mekanisme Penyaluran

Pasal8
(1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

dilakukan oleh BPKAD pada tahun anggaran berjalan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraruran
perundang-undangan.

(4)

Z4

Z3

Z2

Aloka i Formula setiap Desa.
rasio jurnlah penduduk setiap Dcsa tcrhadap
total penduduk de a di Kabup ten Mcrangin.
ra io juml h pcnduduk miskin setiap Desa
t rhadap total penduduk miskin desa di
Kabupaten Merangin
rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap
luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.
rasio IKG desa sctiap desa terhadap total IKG
de a di Kabupaten Merangin
Alokasi Formula (Pagu ADD dan DBH Pajak
dan Retribusi Daerah dikurang alokasi dasar)

Penetapan Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi
Daerah dan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD serta Dana Afirmasi untuk setiap Desa Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bazian Kedua

AF

b.Untuk alokasi DBH Pajak dan Retribusi mengacu kepada
Realisasi P n rima n PBB, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
etiap Dcsa per 30 No mber 2023.

(3) Alok si formula tiap dab gairnana dimaksud pada ayat
(2), dihitun b rd s rkan pagu ADD dan DBH Pajak dan
R lribu i Da rah dari APBD Kabupaten M rangin Tahun
Anggar n 2024 dib i proporsional ke setiap desa, dengan
m nggunakan formula cbag i b rikut:

AF = {(0,10' Zl) + (0,40x Z2) + (0 lOx Z3) + (0,40x Z4)}x AF
Kcteran an:
AF Desa
Zl
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BABIV

PENGGUNAANADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
Pasal 11

(1) ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Dacrah digunakan
untuk membiayai b lanja desa, sebagai berikut :
a. Pembayaran pcnghasilan tetap dan tunjangan;
b. I giatan operasionaI kantor desa;
c. 1egiatan opcrasional BPD;
d. Ke iatan operasionaI RT/RW;
e. Kcgiatan pcnyclenggaraan musyawarah dcsa;
f. K giatan penctapan dan penegasan tapaI batas desa;
g. Kegiatan pemeliharaan peraIatan kantor;
h. Kegiatan pcngelolaan kcuangan dan aset desa;
1. Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ)

KcpaIa Desa;
J. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa;
k. Kegiatan penyusunan peraturan desa;
1. Kegiatan pemilihan dan pelantikan,kepaIa desa, kepaIa

desa antar waktu dan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD;
m Kegiatan Pcningkatan kapasitas Badan Permusyawatan

Desa yang harus diselenggarkan oleh Badan Kerjasama
Antar Desa;

n. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa yang harus diselenggarkan oleh Badan Kerjasama
Antar Oesa;

o. Kegiatan pengadaan peraIatan dan perlengkapan kantor;
p. Kegiatan Pengadaan Jasa Cloud Server Siskeudes;
q. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas,

membayar pajak Negara dan Pajak Daerah daIam rangka
optimalisasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi;

r. Kegiatan pcmbinaan ketentraman dan ketertiban;
s. Kegiatan lembaga adat desa;
t. Kegiatan perayaan hari besar nasional;
u. Kegiatan lomba dcsa;
v. Kegiatan keagamaan;
w. Kegiatan pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai

musyawarah desa;
x. Asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
y. Kegiatan kelembagaan Perhutanan Sosial; dan
z. Kegiatan Pembinaan PKK,Kegiatan Stunting dan Kegiatan

Prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan Karaktcristik Desa
sesuai Musyawarah Desa.

(2) Pembayaran pcnghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Oesa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan
Ocsa.

(3) Kegiatan operasional kantor desa, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan belanja
barang/jasa sepcrti alat tulis kantor, bcnda pos,pakaian
dinas dan atribut,biaya perjaIanan dinas, biaya makan
minum rapat, dan bahan habis pakai lainnya;

(4) Kegiatan operasional BPO, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, digunakan untuk kcbutuhan belanja barang/jasa,
seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan
dinas dan bahan habis pakai lainnya.
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(5) Kegiatan operasionaJ RT/RW, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, digunakan untuk kcbutuhan beJanja
barang/ja a, seperti aJat tulis kantor dan bahan habis pakai
lainn a.

(5) I cgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf
I, huruf g, huruf h, huruf i,huruf j, huruf k, huruf 1,huruf rn,
digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat
tulis kantor, honorarium, biaya makan dan minum
rapat / musyawarah dcsa dan bahan habis pakai lainnya.

(6) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 0, digunakan
untuk belanja, scpcrti mcja, kursi, lemari arsip, rak arsip, box
file, kornputer /laptop, printer, scanner, kamera, LCD
proyektor, jaringan teleporr/Intcrnet dan peralatan lainnya
yang sejenis.

(7) Kcgiatan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p, digunakan untuk pernbelian
kendaraan roda 2 (dual. khusus bagi desa yang belum Ztidak
memiliki kendaraan dinas.

(8) Kegiatan pemeliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas,
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf q, digunakan
untuk perneliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas.

(9) Kegiatan ketentraman dan ketertiban, sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk Insentif Linrnas Desa
dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor,
biaya makan rninum rapat dan barang pakai habis lainnya.

(10) Kegiatan lernbaga adat desa, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf s, digunakan untuk Insentif Pengurus Lembaga
Adat Desa dan Sidang Lembaga Adat Desa dianggarkan
sesuai kebutuhan.

(11) Kegiatan perayaan han besar nasional dan kegiatan lomba
desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dan huruf
u, digunakan untuk kebutuhan belanja barang /jasa, seperti
alat tulis kantor, honorarium, biaya makan rninum rapat dan
barang pakai habis lainnya.

(12) Kegiatan keagamaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf V, digunakan untuk Insentif Guru Mengaji dan Pegawai
Syara;

(13) Kegiatan Pembinaan kcJernbagaan desa lainnya sesuai
musyawarah desa, sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf w, digunakan untuk insentif Kelembagaan Desa dan
kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor,
biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya;

(14) Besaran Tambahan Penghasilan PKPKD dan Pengelola
Keuangan Desa, Insentif Linmas Desa, Insentif Pengurus
Lembaga Adat Desa, Insenlif Guru Mengaji dan Pcgawai
Syara, Insentif Kelembagaan Desa, Insentif Kader PKK,
Insentif Kader Posyandu dan Bclanja operasionalnya
ditetapkan Kepala Desa dengan mempertimbangkan
kemampuan kcuangan desa.
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Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan
Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk
menghindari keterlambatan penetapan Peraturan De a
ten tang APBDesa.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dan
DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (2) huruf b,
dilakukan untuk memastikan mckanisme penarikan ADDdan
DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai
dengan penatausahaan keuangan Desa.

(3) Pembinaan dan pcngawasan terhadap penatausahaan
keuangan ADD dan D8H Pajak dan Retribusi Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c
dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi
penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d
dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD
dan DBHPajak dan Rctribusi Daerah.

(5) Pernbinaan dan pengaw asan terhadap sisa dana ADD di
Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf e,dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan
DBHPajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran
tercatat dalam Rekening Kas Dcsa.

8A8 VI
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 13
(1) Carnat mclakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penggunaan ADDdan D8H Pajak dan Retribusi Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Carnal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:
a. evaluasi Peraturan Desa tentang AP8Desa;
b. penarikan ADDdan D8H Pajak dan Retribusi Daerah dari

Rekening Kas Desa;
c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan

Retribusi Daerah;
d. memverifikasi dan validasi laporan realisasi penggunaan

ADDdan D8H Pajak dan Retribusi Daerah; dan
e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di

Rekening Kas Desa

8A8 V
PELAPORAN
Pasal 12

(1) Camat sctclah rncrnvcrifikasi dan memvalidasi LRA
penggunaan 1\00 dan D8H Pajak dan Retribusi Daerah
etiap tahap menyampaikan LRA dimaksud kepada 8upati
melalui DPMD untuk selanjutnya disampaikan kcpada
8PKADKabupaten M rangin.

(2) LRAPen erapan dan Capaian Output untuk 1 (satu) tahun
anggaran, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari
tahun anggaran berikutnya.
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FAJA N
BERITADAERAHKABUPATENMERANGINTAHUN2024 NOMOR .p...

Oiundangkan di Bangko
Pada tanggal .;J.. - I - 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita
Daerah Kabupaten Merangin.

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

SANKS!

Pasal 15
(1) Bupati dapat m nunda dan atau mcrnotong penyaluran ADD

dan DBH Pajak dan Rctribusi Dacrah, berdasarkan
r kornendasi DPMD dan Inspektorat.

(2) Rckomcndasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1).
disampaikan olch Auditor/P2UPD dalam hal terdapat potensi
atau tclah tcrjadi sanksi pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dcsa
dan atau penyimpangan darr/atau penyalahgunaan
pcnggunaan ADDdan DBH Pajak dan Rctribusi Daerah.

Pasal 16
(1) Bupati menyalurkan kcrnbali ADD yang ditunda sctclah

mendapatkan usulan dari DPMD dan atau usulan dan aparat
pengawas fungsional dacrah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan
Rctribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
ADD dan DSH Pajak dan Rctribusi Daerah tidak dapat
disalurkan lagi kc RKDdan menjadi sisa ADDdan DBH Pajak
dan Retribusi Daerah di RKUD.

(3) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan DBH Pajak dan
Retribusi Daerah di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam rancangan APBO tahun anggaran berikutnya scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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